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Tidak salah jika pendidilcan hukum diarahlkan pada dunia
kerja, yang menjadi persoalan adalah ketilca ketrampilan
(skill) ilmu hukum mereduksi nilai-nilai keilmuan hukum

alam artikelnya Pendidikan

Hukum Kita, Prof. Topo Santo-

s0-Guru Besar dan Dekan Fa-

kultas Hukum Universitas

Indonesia (UT) sangat risau dengan kondisi

korupsi di Indonesta yang semakin kronis

saja. Perkara korupsi peradilan {judicial

coruption) di Mahkamah Agung (MA) yang

bani-baru ini terjadi memangsangat menyita

riiatian kita semua. Betapa tidak? Perkara

o upsimasth sajaterjadidi lingkungan “tahta

te-tinggi” sistem peradilan kita yakni di

Mahkamah Agung. Anehnya. begitupunba-

1.vak hakim, jaksa, advokat, panitera dan

f-ekerja hukum lainnya yang terkena kasus,

seolah tidak ada katajera, mereka tetap saja
melakukan perbuatan terkutuk itu.

Padahal, kata Topo, upaya perbaikan
peradilan, sistemn pengawasan peradilan,
penindakan dan pencegahan korupsi terus
diupayakan dan dilaksanakan. Pada sistem
peradilan misalnya, MA telah mencoba
melakukan upaya perbaikan sistem, darimulai
sistern pereknutan hakim hingga membuat
sistem pengawasan intemal peradilan. Selain
itu, pengawasan eksternal peradilan juga
dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Pada
lembagalain, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) tidak hanya habis- habisan melakukan
tindakan terhadap pelaku korupsi tetapi juga
melakukan upaya pencegahan. Lalu, menga-
patindak pidanakorupimasih sajamenjamur,
termasuk dilingkungan penegak hukum itu
sendiri?

Tentu terdapat multifaktor penyebab
terjadinya korupsl di lingkungan penegak
hukum. Sebut saja faktor lingkungan yang
korup adalah salah satu faktor pentin
E;n}gat)):xbkan'all:‘a] hu: ten;aodi. Namun, tid i

isa tidak. penyakitkroniskorupsiyangterjadi
dilingkungan penegak hukum mempunyai
korelasi kuat dengan pendidikan hukum.
Sebalbl, hampir semua penegak dan pekerja
hukumsepertihakim, jaksa, advokat, panitera
adalah alumni fakultas hukum. Fakultas
hukum adalah "ibu yang mengandungdan
melahirkan” paraper jabukum.
Pengetahuan (knotvlerdge), keterampilan (skill)
clan nilai (welue) lmu hukum yangdiperoleh
oleh penegak hukum adalah hasil proses
belajar-mengajar di fakultas hukum. Oleh
karenaitu, paling tidak secara moral fakultas
hukum mempunyai tanggungjawab sangat
besar terhadapkondisipenyakitkorupsiyang
luarbiasa ini.

Sebagaimanadiketahuli, dalam kurikutum
fakultas hukum para calon penegak dan
pekerja hukum diajarkan pengetahuan
(knowledge) dan keteranglailan (skill) dari
deretan mata kuliah yang dipelajari, seperti
matakuliah pengantar itimu hukum, pengantar
hukum Indonesia, sanypaj padamata kuliah
yang bersifat teknik hukum seperti hukum
acara, pembuatan kontrak, legal drafting,
tekniknegosiasi dan scterusnya Tentu, semua
matakuliah tersebutadalah bekal mahasiswa
saat hanti menjadi penegak dan pekerja
hukum. Lalu, bagaimana pengajaran nilai
{valie) dalam pengajaran itrnu hukum? Tiok
inilah yang menjadi bahan utama dan titik
lekan artikel ini.

Pendidikan Nilai Hukum

Pengajaran lerhadap nilai (valie) hukum
seperti keadilan, kernanfaatan, kesetaraan
adalahhal utamaseharusnyanya di fakultas
hukum. Memang, pengajaran nilai-nilai

hukum telah terdapat padamata kuliah wajib
seperti pengantar ilmu hukum, filsafat
hikum, dan dalam 10 tabun terakhir telah
ada mata kuliah tanggungjawab profesi
hukum yang kemudian menjadi tanggung-
jawab dan etika profesi utkum. Pengajaran
hukum adalah moral telah lama diajarkan
di fakultas hukum, Adalah pemyataan St.
Agustinus mengatakanan unjust lawis reallly
nolawatall (tiadahukum tanpa moratilas).

,Aquinas menyamakn hukumdengan
uang palsy ketika hukum tidak bemilal adit
(tmgust law).

Demikian juga pengajaran terhadap
tokoh-tokoh hukum yang mengajarkan
moral, seperti [mmanuel Kant. Ia, misalnya
mengatakan bahwa moralitatatau simlichkeit
adalah kesesuaian sikap dan perbuatan
dengan nonma atau hukumbatiniah, Bagi
Kant, ketulusan bertindak menjalankan
imperarive categories adalah tindakan budi

rakds yangmumi (reine praktische vernunfi),
enanya manusia yang menaati hukwum
melahu budi praktis yang mumiini merupa-
kan manusiayang paling dapat diandalkan
secaramoralias, dikarenakan iamelakukannya
atas © - maksim ataukehendak bk {grefer).

Namun penulis melihat telah terjadi
pergeseran penekanan dalam pengajaran
hukum dewasa ini. Hukum sebagai moral
telahbergeser dengan lebar menjadihukum
adalah pasal atau undang-undang. Aliran
positivisme hukum sangat kuat menerjang
nilai-nilai hukum. Hukum sebagai alat yang
dapat membenarkan dan menyalahkan
melalui pasal-pasal sangat kuat terasa.
Singkatnya, hukurn adalah undang-undan,
tanpa memedulikan ia adil atau tidak,
menzhalimiatautidak. Karenanya, tidakheran
jika pengajaran hukum di fakultas hukum
berlomba-lomba menjadikan alumninya
untuk dapat menerapkan pasal-pasal atau
Kausula-Klausulatersebut dalamkasus-kasus
hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal
ini berdampak pada pengajaran hukumyang
lebih mengedepankan padaketrampilan
berhukum ketimbang nilai (velue).

Pengajaran hukum pada aspek ketram-
pilan (skill) sejalan dengan sistem pembela-
jaran yangdianut di pergunuan tinggi. Standar
proses pembelajaran saat int mengacu pada
Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia
{(KKNI) danStandarNasional Pendidikan Tingg
{SNPT)2014. KKNladalahsistem pembelaja-
ran yang mengintegrasikan antara bidang
pendidikan danpelatthan kerjaserta pengala-
mankerjadalam rangka pemberian pengaku-
ankompetens! kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai sektor. KKNTmenyedia-
kansembilanjenjangkualifikasi, dari kualifikasi
jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan
kualifikasi jen;angSscbagai kualifikasitertinggi

1gsemuanya dilakukan melalui pemetaan
omprehensif kondisi ketenagakerjaan di
Indonesiaditinjau darikebutuhan penghasil
(sn;;plypush) maupun pengguna (dermand
puil) tenaga kerLa.
Harus diakui bahwa konsep KKNi sangat
berorientasi kerja, sebab kerangka penjen-
jangan kualifikasi kompetensi ﬁiharapkan
dapatmenyandingkan, menyetarakan dan
mengintegrasikan antara bidang pendlidikan
danbidangpelathan kerjaserta pengalaman
kerja dalam rangka pemberian pengakuan
kompetensikerja sesuaidengan struktur pe-
kerjaan di berbagai sektor (Perpres Nomor
8Tahun 2012 dan UU Pendidikan Tinggi No-
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mor 12Tahun 2012).

Tentutidak adayangsalah jika pendidikan
hukum diarahkan paga dunia kerja, sebab
pendidikan tinggi dituntut menyiapkan
peserta didik memasuki dunia kerja. Yang
menjadipersoalan adalah ketika ketrampilan
{skill) ilmu hukum mereduksi nilai-nilai
keilmuan hukum, Pada tataran ini hukum
telah kehilangan “ruh”’. Memangselama inj
pandangan yangterjadisecara uniumadalah
bahwa keilmuan hulaim dapat dibagi dalam
dua bidang yakni ilmu hukum dalam artian
nilai danilmu hukum dalam artian praktis.
Nilai-nilai hukum biasanya diajarkan pada
mata kuliah pengantar itmuhukum, filsafat
hukum, teori hukuim dan tanggung jawab
dan ctika profesi hukuin, Sedangkan mata
kuliah Kanglain lebih seba;ai itmuierapan
sepert hukumkontrak, legaldrafting hukum
perusahaan dan lain sebagainya.

Kesan bahwa pembagian keilmuan
hukum dalam dua dimensi di atastanpaknya
tidak dapatdipertahankan dalam pendidikan
hukurn dewasa ini. Kesanh yang lerjadi bahwa
nilai dan ilmu terapan hukumadalah dua
entitas yang terpisah, padahal keduanya
adalahsatu kesanuan vangutuh yang idak
dapat dipisahkan, hukum tidak berpisah dari
moral. Karena itu, pengajacan thnu hukum
seyogyanyamemadukan kedua hal ini (nilai
dan iimuterapan) dalam satu kesatuanyang
utuh. Sebab, penekanan iimu hukum pada
nilai-nilai membuat pescerta didik kurang
mempunyaiskifluntuk menerapkan hukum
dalam duniakerja, sedangkan menekankan
pada terapan membuatpesertadidik kurang
mempunyainilai dalam menerapkan hukum.

Karenaitu unsur nilai moral seyogyanya
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harus dimasukkan dalam sistem pengajaran
hukum. Sebagai contoh, dalam pengajaran
hukum kontrak (contract law) bahwa nilai-
nilai kejujuran adalah nilai yang penting
diajarkan. Unsurkesepakatan para pihak
sebagai syaratsah kontrak (1320 KUHPerdata)
tidak hanya kesepakatan di atas kertas tetapi
samnpai pada tataran senang atau ridha dari
para pihak, Dalam pengajaran tentang unsur
kerugian datam sengketa hukurmn, pengajar
hukumn dapat saja memasukkan nilai-nilai
kemanusiaan sepertimerasakan penderitaan
orang lain, menzhalimi oranglain adalah
perbuatan terlaknat. Pengajaran prosedur
hukum acara seyogyanya menggali dan
memasukkan nilai-nilai kemanusiaan dan
keadilan danseterusnya. Konsepinilah yang
disebut dengan konsepintegrasiimuhukum,
| mengintegrasikan nilai (ualie) den an
etrampilan (skill) sehinggaalumni . tas
hukumtidak hanyalihaj dalam menerapkan
pasal-pasal tetapi jugamemprunyai integritas
vang teruji dalam penegakannya.

Mem tkonsep Integrasinilai (1noliee)
dan ketrampilan (skill) dalam pengajaran
ilmu hukum sebagaimana dikemukakan di
atas paling tidak dapat sedikit meretas
persoalan penegakan hukum sepert judicial
coruption dari sisi internal hukum. Sembari
dengan itu, perbaikan sisi eksternal hukum
seperti budaya hukum (legal culmﬁ) dan
VoS et eetzherape
kansehi i secercaharapan-
meminjamn bahasa Prof. AhmadAli “Hukum
SebagaiPanglima” dinegeri ini. Amin.

Penulis adalah Pengajar Flukum lakultas
Syariah & Hukum UIN Sumatera Utira.



